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Abstrak 

 

Penelitian ini meneliti mengenai perbandingan  kewenangan mekanisme 

impeachment Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia dan Senate di Amerika 

Serikat yang akan membahas terkait perbandingan keterlibatan kedua Lembaga 

negara  sebagai Lembaga Perwakilan secara territorial/daerah dalam impeachment 

di negaranya masing-masing yang akan menjawab rumusan masalah bagaimana 

perbedaan mekanisme impeachment di Indonesia dan amerika serikat dan 

bagaimana kontruksi ideal kewenangan DPD dalam impeachment jika 

dibandingkan dengan senate di Amerika Serikat.  

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum 

normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk 

menemukan jawaban atas isu hukum yang dikaji. Bahan hukum yang digunakan 

dalam penelitian ini melibatkan beberapa dokumen-dokumen penting yaitu 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun     , Konstitusi 

Amerika Serikat, Undang-Undang Nomor    Tahun      tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, TAP MPR RI NO.III Tahun     , dan 

Undang-Undang Nomor   Tahun      Tentang Pemilihan Umum yang kemudian 

akan dikaji secara penafsiran perbandingan untuk menemukan penyelesaian 

terkait Objek penelitian ini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses impeachment di Indonesia 

melewati proses lebih panjang yaitu dari DPR, kemudian pada MK, Kemudian 

pada MPR dan menunjukkan bahwa DPD di Indonesia tidak memiliki 

kewenangan di dalamnya, hanya duduk sebagai peserta tribunal sebagai anggota 

MPR. Berbeda dengan Senate yang menjadi juri di tahap akhir impeachment di 

Amerika Serikat dan menjadi penentu akhir pendakwaan tersebut. Sebagai 

Lembaga Perwakilan kamar kedua antara DPD dan Senate memiliki kesenjangan 

kewenangan. DPR dan Senate di Amerika Serikat kewenangannya setara. 

Sedangkan DPR dan DPD di Indonesia kewenangannya tidak seimbang padahal 

keduanya merupakan negara demokrasi dan menerapkan sistem check and 

balances.  

Kesimpulan dalam penelitian ini Kewenangan DPD di Indonesia perlu 

dioptimalkan kewenangannya sebagai Lembaga Perwakilan yang memiliki fungsi 

legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Khususnya dalam 

impeachment ini peran DPD seharusnya menjadi penting untuk masuk dalam 

proses didalamnya supaya menghindari kepentingan-kepentingan politik dari 

DPR. Kewenangan DPD perlu dilakukan Uji Materil terhadap  Undang-Undang 

Nomor    Tahun      tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahkan jika 

memungkinkan perlu dilakukan amandemen UUD     . 

Kata Kunci: Kewenangan, Impeachment, Lembaga Perwakilan, Dewan 

Perwakilan Daerah 
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ABSTRACT 

 

This research is about to compare the power of regional representatives 

council in Indonesia and united states for impeachment mechanism as the second 

place representatives in their own country and also to answer what’s the different 

in the Indonesian with united states impeachment mechanism and how the ideal 

power for the indonesian regional representatives in impeachment mechanism if 

we compare it with the united states regional represetatives power. 

In this research, the authors used normative legal research by using a 

statute approach and comparative approach to find answers of the issue. The 

author also used several important documents include the      Constitution of 

the Republic of Indonesia, the United States Constitution, Law Number    of      

concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative 

Council, the Regional Representative Council, and the Regional Representative 

Council. Regional People's Representative Council, MPR of the Republic 

Indonesia Rules Number III of     , and Law Number   of      concerning 

General Elections which will then be studied in a comparative interpretation to 

find a solution related to the object of this research. 

The results of the study show that the indonesian impeachment process is 

had a longer process because it through from the DPR, then to the MK, then to 

the MPR, showing that the DPD in Indonesia has no authority and is not 

involved, only sits as a participant in the tribunal because of its position as a 

member of the MPR. In contrast to the Senate which has involvement as a jury in 

the final stages of impeachment in the United States which can be the final 

decision of the impeachment. As fellow Representative Institutions, the second 

chamber shows that there is a gap in authority between the DPD and the Senate. 

In the United States, both the House of Representative and Senate have equal 

powers. Meanwhile, in Indonesia, the DPR and DPD have unequal powers even 

though these two countries are both democracies and claim to implement a system 

of checks and balances. The DPD in Indonesia needs a power optimize as a 

Representative Body itself , which is shows the Representative Body that has a 

legislative function, a supervisory function, and a budget function. Especially in 

this impeachment, the role of the DPD should be important to be involved in the 

process in order to avoid the political interests of the DPR. The authority of the 

DPD needs to be subjected to a judicial review of Law Number    of      

concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative 

Council, the Regional Representative Council, and the Regional People's 

Representative Council, even if possible it is necessary to amend the      

Constitution. 

Keyword: Power, Impeachment, Representatives, Regional Representatives 
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